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ABSTRAK : -

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No.
4916), UU 28 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 208, TLN No. 6827), PP 60 Tahun 2014 (LN
Tahun 2014 No. 168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PP 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864), Perpres 57 Tahun 2020 (LN
Tahun 2020 No. 98), Permenkeu Rl 193/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 1775)
sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 91/PMK.02/2020 (BN Tahun 2020 No.
808), Permenkeu Rl 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah
diubah dengan Permenkeu Rl 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954), Permenkeu Rl
18/PMK.09/2022 (BN Tahun 2022 No. 236).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran,
pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan,
penggunaan, pemantauan dan evaluasi dan penghentian dan/ atau penundaan penyaluran
Dana Desa. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku PPA BUN Pengelolaan TKD
menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa. Berdasarkan pagu anggaran Dana Desa,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan rincian Dana Desa
setiap Desa. KPA BUN Pengelolaan Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
menyusun RKA BUN Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD. Bupati/wali kota bertanggung jawab
atas ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran
dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran dan kebenaran data perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa. Dalam rangka pelaporan kinerja
penyaluran Dana Desa, KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan melakukan pengisian dan menyampaikan capaian kinerja Dana Desa melalui
aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu bendahara umum negara paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam
Negeri, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
melakukan pemantauan atas capaian keluaran Dana Desa secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama sesuai dengan kewenangannya. Kepala KPPN selaku KPA BUN Penyaluran
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan evaluasi, terhadap
penyaluran terhadap Dana Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa. Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang
dilakukan oleh kepala Desa dan/ atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian
yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai kumulatif sisa Dana Desa di RKD.
Bupati/wali kota melakukan pengecekan datajumlah Desa di wilayahnya dengan
membandingkan data jumlah Desa dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis
penyaluran Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.



CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) mulai berlaku pada tanggal
Peraturan Menteri ini diundangkan.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2022 dan diundangkan pada
tanggal 19 Desember 2022.

- Lampiran halaman 48-933.



